BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 24.. TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, menyebutkan Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
disebutkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengesahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program, dan Kkegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan bersifat indikatif;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabuputen
Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuputen
Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029, perlu dilakukan
penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengesahan
Rencana  Strategis Perangkat Daerah Kabuputen
Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2025-2029;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6870);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
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194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);




19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2014 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan  Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten




Menetapkan :
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Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
288);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 302);

MENETAPKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut
dengan BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.



9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disecbut Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah
rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK
sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan
RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka
mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini untuk pengesahan Tujuan
Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas
Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai :
a. pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025-2029; dan
b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Renja-PD Tahun 2025-2029.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. Renstra-PD Tahun 2025-2029; dan
b. pengendalian dan evaluasi Renstra-PD Tahun 2025-2029.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5
Renstra PD Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD
Tahun 2025 serta memperhatikan visi, misi dan program
Bupati terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :
persiapan Penyusunan Renstra PD;
penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
penyusunan Rancangan Renstra PD;
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah;
perumusan Rancangan Akhir Renstra PD; dan
penetapan Renstra PD.
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Pasal 6

Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 memuat, tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, Unsur
Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur
Kewilayahan dan unsur Pemerintahan Umum sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra PD diselaraskan dengan pencapaian
sasaran program dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau
Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional.

Pasal 7

Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 yang telah diverifikasi terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Kotawaringin Timur;

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin
Timur;

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur;

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur;

8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kotawaringin Timur;

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Timur;

11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin
Timur;

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Timur;

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur;

14. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;

15.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur;

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kotawaringin Timur;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;

18.Dinas  Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Kotawaringin Timur;

19.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kotawaringin Timur;
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur;

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Kecamatan Kota Besi;

Kecamatan Cempaga;

Kecamatan Mentaya Hulu;

Kecamatan Parenggean;

Kecamatan Baamang;

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

Kecamatan Mentaya Hilir Utara;

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;

Kecamatan Pulau Hanaut;

Kecamatan Antang Kalang;

Kecamatan Teluk Sampit;

Kecamatan Seranau;

Kecamatan Cempaga Hulu;

Kecamatan Telawang;

Kecamatan Bukit Santuai;

Kecamatan Tualan Hulu;

Kecamatan Telaga Antang; dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Uraian lebih lanjut Renstra PD Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal |9 Qpﬁlccwt\oev‘ 2025
’3\ UKRETARIS DAERAH




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : |4 SEPTE@ER 2025
TENTANG : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2029
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE :
OUTCOME / KEGIATAN / e 2026 2027 2028 2020 2030 P ey | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 & o ” :
’ ‘ - TARGET PAGU PAGU TARGET PAGU  |TARGET PAGU {TARGET PAGU
(01} (02) (03) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG /
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 350.000.000.000,00 350.000.000.000,00 350.000.000.000,00 350.000.000.000,00 350.000.000.000,00
KABUPATEN/KOTA ,
: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 1.01.0.00.0.00.01.00
Weningkiwa Eelayanan dan Instansi Pemerintahan (SAKIP) 67,03 71,26 350.000.000.000,00 | 71,53 350.000.000.000,00 | 7159 350.000.000.000,00 | 72,05 350.000.000.000,00 | 72,05 350.000.000.000,00 | 00 - DINAS
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
(Skor) PENDIDIKAN
1.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 17.790.080,00 17.790.080,00 17.790.080,00 17.780.080,00 17.790.080,00
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Perencanaan, Penganggaran, dan dan Laporan Hasil Kaordinasi
Evaluasi Kinetja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Capaian 0 4 17.790.080,00 &4 17.790.080,00 4 17.790.080,00 4 17.790.080,00 4 17.790.080,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD {Laporan)
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 17.780.080,00 17.790.080,00 17.790.080,00 17.790.080,00 17.790.080,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
" - = oy Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja g i
dan Ikhiisar Realisasi Kinerja SKPD dan | 52" :l‘:“sfa’nR::::f;:rmgziSKPD
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan po 0 4 17.790.080.00 4 17.790.080,00 4 17.790.080,00 4 17.790.080,00 4 17.790.080,00
i S : Penyusunan Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Kineri \khtisar Realisasi
Realisasi Kinefja SKPD Inerja dan lkixiaar Realisas)
Kinerja SKPD (Laporan)
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 343.941.186.907,00 343.941.186.907,00 343.941.186.907,00 343.941.186.907,00 343.941.186.907,00
Jumiah Dokumen Bahan
Administrasi Keuangan Perangkat Tanggapan Pemeriksaan dan
Casorah Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 2 343.941.186.907,00 s 343.941.186.907,00 2 343.941.186.907,00 2 343.941.186.907,00 Z 343.941.186.907,00
(Dokumen)
Jumiah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi 4 4 4 4 4 4
Anggaran (Dokumen)
Jumiah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 75 75 75 75 75 75
SKPD (Dokumen)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir :
Tahun SKPD dan Laporan Hasil §
Koordinasi Penyusunan Laporan 0 2 2 2 2 ! 2
Keuangan Akhir Tahun SKPD T
(Laporan) !
Jumiah Laporan Keuangan 3
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 0
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan 2 ‘ 2 2 & | 2
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan) 1
Jumiah Orang yang Menerima Gaji
it Dariangan AN (Orsr/bistan) 3.843 3.843 3.843 3.843 3.843 § 3.843
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan k)
Tunjangan ASN 342.609.782.600,00 342.609.782.600,00 342.609.782.600,00 ?42309.782.600,00 342.609.782.600,00

i
|



BIDANG URUSAN / PROGRAM /

'TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME / KEGIATAN | | 'NDIKATOR OUTCOME/ | "y 2026 , 2027 2028 2% | TR | neTeRaNGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT j 2024 |—— : e SE— e ‘ :
0 TARGET PAGU  |TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET TARGET - PAGU
; 1) 02) (03) (04) __(05) _(08) e (08 09) (10) (12) i (#4) (15)
8.01.06.2,01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. 50.010.000,00 60.615.000,00 60.615.000,00 19.615.000,00 19.615.000,00
K padaan Perbatasan antar Neg:
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konfiik|
di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan | Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pelaporan di Bidang Ki padaan Dini, | K padaan Dini, Kerja Sama
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang| Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga | Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 17 17 50.010.000,00 17 60.615.000,00 17 60.615.000,00 17 19.615.000,00 17 19.615.000,00

Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konfiik
di Daerah

Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah (Laporan)




